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 “IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG  

ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak 

narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

sesuai kebutuhan gizi yang terdapat dalam pasal 9 (huruf d) Undang-Undang No 

22 tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan diatur juga dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian ini bersifat hukum 

deskriptif yaitu pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 

keadaan hukum atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 

Dan dilakukan dengan metode survai dan wawancara langsung dengan pihak 

Lapas yang terkait di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok. Hasil penelitian 

tersebut penulis menemukan bahwa penerapan atau pemenuhan hak-hak 

narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan serta makanan yang layak 

sesuai dengan kebutuhan gizi masih belum terpenuhi dengan baik. Dan menerapan 

dari Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan 

masih belum bisa diterapkan di Lapas Klas II B Solok. Sedangkan  kendala yang 

dihadapi pihak Lapas antara lain terjadinya over kapasitas, kurangnya tenaga 

keahlian khusus di bidang kesehatan dan juru masak, serta petugas Lapas masih 

terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. 
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